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P U T U S A N
Nomor 2563/Pdt.G/2021/PA.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK X X X X X, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan

S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di X X X

X X, sebagai Penggugat;

                               melawan

TERGUGAT, NIK X X X X X,  umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di X X X X X,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di

muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  23  Juli  2021

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah

Nomor 2563/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 23 Juli 2021, telah mengajukan cerai

gugat terhadap suaminya dengan alasan-alasan  sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  hari Selasa,  tanggal  09  Februari  2016 Penggugat

dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor

Urusan  Agama Kecamatan Cineam,  Kabupaten Tasikmalaya,  Provinsi

Jawa Barat, tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: X X X X X

tertanggal 09 Februari 2016;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di X X X X X, dan selama
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pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  merasakan

kehidupan rukun layaknya suami isteri, meskipun belum dikarunia anak;  

3. Bahwa rumah tangga  antara  Penggugat  dengan Tergugat  semula

harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran

yang sulit untuk didamaikan;  

4. Bahwa  perselisihan  dan/atau  pertengkaran  tersebut  disebabkan

karena  Tergugat  kurang  memberikan  nafkah  wajib  (ekonomi)  kepada

Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;  

5. Bahwa perselisihan dan/atau pertengkaran lainnya karena tidak ada

keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

yang disebabkan karena keluarga Penggugat tidak mendukung rumah

tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak lagi

merasa nyaman dalam keadaan tersebut;  

6. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Tergugat jarang menemui Penggugat,

adapun ketika Tergugat menemui Penggugat paling lama 2 hari, dengan

alasan Tergugat tidak lagi merasa nyaman dengan keluarga Penggugat

dan alasan Tergugat bekerja;  

7. Bahwa  perselisihan  dan/atau  pertengkaran  tersebut  memuncak

kurang  lebih  pada  bulan  Juli  2021,  yang  menyebabkan  antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1

(satu) bulan lamanya hingga sekarang, dan yang meninggalkan rumah

Penggugat adalah Tergugat, sehingga Tergugat tinggal di X X X X X;  

8. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  untuk  menyelesaikan  kemelut

rumah  tangga  dengan  Tergugat  dengan  melibatkan  pihak  keluarga,

tetapi tidak berhasil;  

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi

untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila

rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharat dari pada

maslahatnya;  
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10. Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

         Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi  alasan  perceraian,  maka  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Tasikmalaya  Kelas  IA  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan

yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra

Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

    Atau apabila  Pengadilan  Agama Tasikmalaya Kelas  IA berpendapat  lain

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  padahal

kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan

para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak

dapat dilaksanakan,  karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa,  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dimulai  dengan

membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 09 Februari

2016  atas  nama PENGGUGAT dan  TERGUGAT yang  dikeluarkan  oleh

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Cineam,  Kabupaten  Tasikmalaya,
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Provinsi Jawa Barat,  telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah

dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Surat Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber

Daya  Manusia  ,  Kabupaten  Tasikmalaya  Nomor   Kp.

05.03/Kep.0160/BKPSDM/tahun 2022, tanggal 03 Pberuari 2022  .tentagn

ijin  perceraian  atas  nama   Enung  Nuryani  S.Pd  Aud,  telah  bermeterai

cukup, lalu oleh Ketua Majelis  diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi

yaitu :

1. SAKSI I, umur X X X X X tahun, agama   X X X X X, pekerjaan .  .., tempat

tinggal  di     X X X X X,  dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah   X X X X X; 

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di X X X X

X  akan  tetapi  sejak  bulan  Juli  2017 rumah  tangganya  sudah  tidak

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa penyebabnya karena keluarga Penggugat tidak mendukung

rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  sehingga  Tergugat

tidak lagi merasa nyaman dalam keadaan tersebut;;

 Bahwa sejak Juli 2021 (1 bulan ) yang lalu antara Penggugat dan

Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  dan  tidak  pernah  berkumpul

kembali;

 Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi

tidak berhasil;

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa,  terhadap  keterangan  saksi  tersebut  Penggugat

membenarkannya;

2. X X X X X, umur X X X X X tahun, agama X X X X X, pekerjaan X X X X X,

tempat  tinggal di X X X X X , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai  berikut :
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 Bahwa saksi adalah …X X X X X; 

 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2017 rumah tangganya sudah tidak

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa penyebab  perselisihan dan pertengkaran tersebut   karena

keluarga  Penggugat  kurang  menyetujui  perkawinan  Penggugat  dengan

Tergugat  sehingga Tergugat tidak nyaman dalam keadaan tersebut;

 Bahwa sejak Juli 2021 (1 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap  keterangan  saksi  tersebut  Penggugat

membenarkannya;

Bahwa, Penggugat  dalam  kesimpulannya  mengatakan  tidak  akan

mengajukan  suatu  apapun  dan  memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar

menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat  uraian pertimbangan ini  ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang,  bahwa Tergugat  telah dipanggil  dengan resmi  dan patut,

akan  tetapi  tidak  datang  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai

wakilnya/kuasanya  dan  tidak  ternyata  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan

tidak  melawan  hukum,  maka  Tergugat  yang  telah  dipanggil  tersebut  harus

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya

dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir

dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak tidak dapat dilaksanakan,

demikian  pula  usaha  mendamaikan  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016  Pasal 4 ayat 2 huruf b);
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Menimbang,  bahwa  Penggugat   selaku  Pegawai  Negeri  Sipil  telah

memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya (sesuai bukti P-2)

dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan PP nomor 10 tahun

1983 jo PP nomor 45 tahun 1990 jo. SE BAKN  Nomor 48 tahun 1990), oleh

karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P-1 ( berupa foto

copy Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dan juga  merupakan

akta otentik dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil, harus

dinyatakan terbukti  bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat

telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  pada  pokoknya  Penggugat  telah  mendasarkan

gugatan  cerainya  terhadap  Tergugat  dengan  alasan  sejak  bulan  Juli  2017

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  mencapai  puncaknya  pada   Juli  2021,

sehingga  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  membina  rumah

tangga,  dimana  penyebabnya  karena  keluarga  Penggugat  tidak  mendukung

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak lagi

merasa nyaman dalam keadaan tersebut; sehingga sejak Juli 2021 (1 bulan )

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan

dua orang saksi , yang masing-masing bernama X X X X XX. dan X X X X X.,

yang  mana  kedua  saksi  telah  sudah  dewasa  dan  memberikan  keterangan

didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan

kepada  pengetahuannya sendiri, dan besrsesuaian antara yang satu dengan

yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai

Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan kedua saksi

tersebut , Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  rukun dan

harmonis;
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 Bahwa sejak  Juli 2017 keadaan rumah tangganya tersebut sudah

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa penyebabnya karena keluarga Penggugat tidak mendukung

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak

lagi merasa nyaman dalam keadaan tersebut;

 Bahwa sejak Juli 2021  (1 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  hukum tersebut  di  atas,  harus

dinyatakan  terbukti  bahwa  dalam  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak

pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang,  bahwa disamping itu  para saksi  sudah pernah berusaha

menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat

merukunkannya kembali,  sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara

Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat

terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina

rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa dengan melihat  kondisi  rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  tersebut,  jelas  tidak  mungkin  akan terwujud kehidupan rumah

tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan

perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

KHI,  dan  membiarkan  suasana  rumah  tangga  yang  demikian,  justru  akan

menimbulkan  mudlarat  bagi  kedua  belah  pihak,  oleh  karena  itu  perceraian

dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu  mengetengahkan dalil  dalam

kitab  Al-Muhadzab  juz  II  halaman  82  yang  kemudian  diambil  alih  menjadi

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :
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Artinya: “Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya,

maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka

gugatan  Penggugat  telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya perkara  ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

                        M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap sidang tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughro  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 06 Sya’ban 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H.,

M.H. sebagai  Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.  dan Drs. H.
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Darul  Palah masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  yang dibacakan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para

Hakim Anggota dan Mariya Ulfah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.  

Hakim Anggota Hakim Anggota

 
Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.  Drs. H. Darul Palah  

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, SH.  

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya materai :     Rp.                10.000,00  

    Jumlah Rp. 640.000,00 

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

 Amar  putusan tersebut  telah  diberitahukan kepada Tergugat  pada

tanggal 

 Putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sejak

tanggal 
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